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PERATURAN  MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

    Nomor : P.35/Menhut-II/2009 
TENTANG  

PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN ALAT UNTUK KEGIATAN IZIN 
USAHA  PEMANFAATAN HUTAN ATAU IZIN PEMANFAATAN KAYU 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur 
bahwa pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui 
pemberian izin usaha kepada perorangan, koperasi, BUMSI, 
BUMN, atau BUMD; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf l, 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
diatur bahwa  setiap orang dilarang membawa alat-alat berat 
dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan 
digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan 
hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;  

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf k, 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
diatur bahwa  setiap orang dilarang membawa alat-alat yang 
lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau 
membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat 
yang berwenang; 
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d. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b, Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah 
Nomor 3 Tahun 2008 diatur bahwa setiap  pemegang  izin 
usaha pemanfaatan hutan wajib melaksanakan kegiatan 
nyata di lapangan, dan berdasarkan penjelasan pasal 
tersebut, yang dimaksud dengan kegiatan secara nyata 
adalah kegiatan memasukkan peralatan mekanik paling 
sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari unit peralatan yang 
ditentukan ke dalam areal kerja serta membangun sarana 
dan prasarana untuk pemegang IUPHHK; 

e. bahwa pemberian izin usaha pemanfaatan hutan 
sebagaimana dimaksud butir a, tidak terpisahkan dengan 
pemberian izin peralatan bagi pemegang izin usaha 
pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud butir b, c dan d; 

f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu 
menetapkan  Peraturan Menteri  Kehutanan tentang 
Pemasukan dan Penggunaan Alat Untuk Kegiatan Izin 
Usaha  Pemanfaatan Hutan Atau Izin Pemanfaatan Kayu. 

Mengingat  :  1.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4412); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 
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4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4412); 

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana 
Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4207) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4776); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4452); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4453); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4814); 

12. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden 
Nomor 31/P Tahun 2007; 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Nomor 20 Tahun 2008; 

14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara 
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008; 

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 80); 

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 
jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2007 tentang Rencana Kerja Dan Rencana Kerja Tahunan 


